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KOMISI PEMILIHAN UMUI,I
KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAI\I KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

NOMOR : 44lKpts/KPU-Kab-0 12 32%67 n0l5

TENTAI\IG

PEDOMAN TEKNIS

SOSIALISASI DAI\I PARTISIPASI MASYARAI(AT

DALAM PEMILIHAIT BUPATI DAIY WAKIL BUPATI BLORA

TAHTJN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undmg-

Undang Nomor I Tatrun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerieh

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemifihqn

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagdnms

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tatrun 2015;

b. batrwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomr 5

Tatnrn 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyar*at dalam Pemifihn

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dadatau Wdikm
dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam htndr b
huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nf
Blora tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyrrtt dth
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembe'ntukm Provind rlrt
Tengah (Himpunan Peraturan-Peratrran Negara Tahun 1950);

2. Undang - Undang Nomor 13 Tatrun 1950 tentang Pembentulaa Dl!r&
Daeratr dul.+ Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Ncgrr Rcp$lik

lndonesia Tahun I 950 Nomor 42);
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3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan tnfrmdtl}
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 61, T*
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20ll tentang Penyelenggara Pdh
Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tatrun 2011 Nomor tO'
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5240;

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Perenr

Pemerintatr Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tq
Pemilihan Gubernur, Bupati dan rWalikota menjadi Undang-Untr

sebagaimana telah diubatr dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahut 20lt

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tmboh
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tatrun 2008 tentang Tata Kqjr

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Ko0id

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali di6-,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 0l Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tatrun 2008 tentang Strsunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dar Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah fugm

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang T@8o'

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Guberntr dan W*il

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wr&dr

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);

g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Te IGrj.

Komisi Pemilihan Umumo Komisi Pemilihan Umtrm Provinsi/KoEt

Independen Pemitihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umrn/Kd
lndependen Pemilihan Kabupaten/Ikbupateru Pembenttrkan dan Tt 3S
Panitia Pemilihan Kecarnatan, Panitia Pemungutan suara' aan xa

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan -!-
Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dao/atan lhb

dan Wakil Walikota @erita Negara Repubtik lndonesia Tatlm 2Ol, llf
566);

10. peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentaog Sffi
dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Chr'
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (ffi
Negara Republik lndonesia Tatrun 2015 Nomor 668);
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
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l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Noma : l5/K*[*'
Kab-01232936712015 tentang Penetapan Tahapan, Pr,ogram dm 'n
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tatnrn 2015;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor: lTll<fiiilL
Kab-01232936712015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pcmilib

Umum Kabupaten Blora serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pc,milih

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyeleryjn

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati fu Wd
Bupati Blora Tahun 2015:

3. Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tangggt I Juni

2015;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABI.]PATEN BLORA

TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BI,'PATI

BLORA TAHUN 2015.

Menetapkan Pedoman Teknis Sosiatisasi dan Partisipasi Masyarakat dal8n

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 sebagaimana tercanttm

dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahtm

dari Keputusan ini.

Formulir Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015

sebagaimana tercantum dalam Larnpiran II Keputusan ini, yang merupslrn

bagian yang tidak terpisalrkan dari keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

padatanggal : I Juni2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN I.'IKJM

KABUPATEN BLORA

ttd

ARIFIN

sesuai dengan aslinYa

KABUPATEN BLORA
Hukum

-

{
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN I.]MT.JM '\
KABUPATEN BLORA
NOMOR: 44lIQts/KPU-Kab-0 I 2 329367 12015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALI\U
PEMILIHAN BUPATI DAN
BLORA TAHUN 2OI5

WAKIL BI.JPATI

BAB I
PENDAIIT]LUAN

A. PENDAHULUAII

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, Panitia Pemilihan Kecarnatan dan hith
Pemungutan Suara bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan BW*i de
Wakil Bupati Blora Tahun 2015 kepada masyarakat. Guna melaksanakan tugas ts€Ghf

diperlukan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan BuFi dm

Wakil Bupati Blora Tahun 2015, sebagai panduan bagi Penyelenggaxa Pemilihsn &l
masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam sosialisasi dan partisipasi

masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sc@ai

berikut:

l. Meningkatkan pematraman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Btpsti

dan Wakil Bupati Blora Tatrun 2015 dalam membangrrn kehidupan demokrasi lokal di

Kabupaten Blora.

2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadufll,

waktu dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015.

3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis flc
menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pemilih untuk berperan serta dal6 tGdry

tatrapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015. 
r- r.,

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih (5
menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 20lJ:*

. y-ik

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya fft
secara berulang-ulang, oleh karena itu, untuk mempermudah pematramannya, makn b
diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tatrun 2015, selanjutnya disebut Pemilih,

adalah pelaksanaan kedautatan rakyat di wilayah Kabupaten Blora untuk memilih Brlpd

dan Wakil Bupati Blora secara langsung dan demokratis-

t
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2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KpU, adalah lembaga pcnydql;;

Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimnksud ft
undang-undang penyelenggara pemilihan Umum dan diberikan tugas dan *dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undq;
Undang.

3' Komisi Pemirihan Umum provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KpU kovinsi adds
lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud rtalam undang-un@
penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihl
berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang_Undang pemilihan.

4' Komisi Pemilihan umum Kabupaten Blora, selanjuhrya disebut KpU Kabupaten, adatah
lernbaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud d3l6m rrndsrg-rEdnng
penyelenggara pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pem ihm
Bupati dan wak Bupati Blora berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-udang
Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat ppK, adalah panitia yang dibcohrt
oleh KPU Kabupaten unt.k menyelenggaratan pemilihan di tingkat Kecamatan.

6. Panitia Pemungutan Suara" selanjutnya disingkat pps, adalah panitia yang dibentut oleh
KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pem ihan di tingkat Desa/Kelurahan.

7. Pasangan calon adarah Bakar pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yeng telah
memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

8' Badan Pengawas pem ihan Umtrm yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah rembega
penyelenggara pemilihan lmum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemifrtm
g11r'm fi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimnlrqrd
dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yqg
diberikan tugas dan wewetrang daram pengawasan penyelenggaraan pem iho
berdasarkan ketentuan yang diahr dalam Undang_Undang pemilihan.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Barrrdu
Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mcnrrurd
penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksrd dt
Undang-Undang yang mengatur penyelenggara pemilihan umum yang dib-r
tugas dan wewervmg dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ksl-
yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihal Kabupaten Blora, selanjutnya disebut panwas K"htt
adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk menatrlli
penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Blora.

11. Pasangan calon adalah Bakal Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Blora yu3 t
memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

12. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Blora yang berusia paling rendah 17 (qire bGh.)

tahun atau sudal/pemah kawin yang terdaftar dalam Pemilihaa
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13. Informasi Pemilihan adalah informasi

penyelenggaraan pemilihan.
mengenai sistem, tata cara teknis, dan hil

14' Sosialisasi Penyelenggaraan Pemiliharu selanjutnya disebut Sosialisasi pemilihe,.d.1
proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pem ihan

15. Partisipasi Masyarakat adarah keterlibatan peronmgan dan/atar kerompot datmr
penyelenggaraan pemilihan.

16. Pendidikan Politik bagi pemilih adalah proses penyampaian informasi kaads pcoilih
untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang pemirih{.

17. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dila&ukan untuk memantau pelatsuam
Pemilihan.

18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftn di
Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akrcditasi dari Kpu IGbup*en Blcr
untuk melakukan pemantauan pemitihan.

19. Pemantau Pemililan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan tchh
memperoleh akreditasi dari KPU ,ntuk melahrkan pemantauan pemirihan.

20' Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh Kpu, Kpu provinsi dan Kpu
Kabupaten kepada Pemantau pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetap&an
oleh KPU bagi Pemantau pemilihan Asing, KpU provinsi .ran KpU Kabupaten @i
Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

21. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyaralat
tentang proses penyelenggaraan pemilihan, peserta pemilihan, perilaku pemilih atau hal
lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertenhl

22. Penghitungan Cepat hasil pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cof-
dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu

23. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang diteatm
oleh KPU Kabupaten untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yry
dilakukan oleh satu lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitrmgan Cepat,

24. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PEI\TYELENGGARA PEMILIIIAN .},.
Dalam melaksanakan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, penyelenggara per}

berpedoman pada asas:

l. mandiri; ..{-
2. jujur; ,8,
3. adil; irl

4. kepastian hukum; a

5. tertibpenyelenggar4

6. kepentingan umum;

7. keterbukaan;

jdih.kpu.go.id/jateng/blora
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8. proporsional;

9. profesionalitas;

10. akuntabilitas;

11. efisiensi;

12. efektifitas; dan

13. aksesibilitas.

L

D. DASARHUKUM

Dalam penyusunan Keputusan ini, KPU Kabupaten berpedoman pada :

1. Undang-undang Nomor l0 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa T€nglh

(Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dal@

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 42);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomrasi Publik;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

5. Undang-undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggdi

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Waliko0a

menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8

Tahun 2015;

6. peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi

pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/I(ota sebagaimana telah beberapa kali diubalu terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 0l Tahun 2A1o;

7. peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dao

Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihm

Umum provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/I(ota sehlimaE

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22Tahtn208;

g. peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang T..tupuo, frogra 0

Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemtr, Bupati dan WH

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakit Watikota; ' -r

g. perattran Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tatrun 2015 tentang Tata Kerja l(d
pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi/I(omisi Independen Pemilihm f-

dan Komisi Pemilihan umum/I(omisi Independen Pemitihan rauupucnfitl

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemrmgutan Suafa'I

KelompokPenyelenggaraPemungutansuaradalamPenyelenggaraanPemilihanGt&oa

danWakilGubemur,BupatidanWakilBupati,darr/atauWalikotadanwakilwali@

jdih.kpu.go.id/jateng/blora
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10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi &r
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan W*il
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

BAB II
SOSIALISASI PEMILIHAN

A. KEWAJIBAIT PENYELENGGARA PEN{ILIHAN

1. KPU Kabupaten wajib melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan politik bogi

pemilih;

2- PPK dan PPS wajib melaksanakan Sosialisasi sebagaimana dimaksud @ ryLi I
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat

B. TUJUAN DAI\ SASARAN SOSIALISASI

l. Tujuan Sosialisasi Pemilihan yaitu:

a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, program, danjadwal Pemilihan;

b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan

kewajiban dalam Pemilihan;

c. meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan.

2. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi:

a. masyarakat umum;

b. pemilih pemula meliputi remaja, pemuda dan mahasiswa;

c. tokoh masyarakat dar/atau pemuka adat;

d. kelompok media nunsq

e. partai politik;

f. pengawaslPemantau Pemilihan Dalam negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;

g. organisasi kemasyarakatan;

h. organisasi keagamaan;

i. kelompok adat;

j. instansi pemerintah; dan/atal

k. pemilih dengan kebutuhan khusus.

3. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2 hurrf lq
mencakup penyandang disabilitas, masyarakat terpencil, penghuni l€lrrttl
pemasyarakatan, pasien dan pekerja rumatr sakit, pedagang, dan kelompok lain yrq3

terpinggirkan.

4. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kabupaten dibantu oleh

PPK dan PPS serta Panisipasi Masyarakat.

>

)
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C. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN

l. Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup:

a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:

1) pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih;

2) pencalonan dalam Pemilihan;

3) kampanye dalam Pemilihan;

4) dana kampanye peserta Pemilihan;

5) pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan swra Pemilihan;

dan

6) penetapan Pasangan Calon terpilih.

b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

2. Materi sosialisasi pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana

dimaksud dalam angka I huruf a angka l), meliputi:

a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan

d. penyusunan daftar pemilih.

3. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam angka t huruf aan$,a2),

meliputi:

a. jadwal pencalonan Pasangan Calon;

b. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;

c. mekanisme verifikasi pers)'aratan Pasangan Calon;

d. penetapanPasanganCalon;

e. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon'

4. Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka I huruf a angka 3)'

meliputi:

a. ketentuan kamPanYe;

b. jadwal kamPanYe;

c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.

5. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka I huruf a l3kr
4), meliputi:

a. jadwal penyampaian laporan dana kampanye;

b. jenis laPoran dana kamPanYe;

c. penyusunan laporan dana kampanye;

d. audit dan hasil audit danakampanye.

6. Materi sosialisasi pemungutan dan penghitungan suar4 sebagaimana dimaksud dalmt

angka t huruf a angka 5), meliPuti:

a. tata caru Pemungutan suara;

r
L
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b. tatacarapenghitungan sruua;

c. rekapitulasi hasil penghitungan suara;

d. pengumuman hasil Pemilihan.

7. Penetapan Pasangan Calon terpilih.

D. METODE DANI MEDIA SOSIALISASI

1. Metode Sosialisasi

a. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihm

sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka l, dilakukan melalui:

1) komunikasi tataP muka;

2) media massa;

3) bahan sosialisasi;

4) mobilisasi sosial;

5) pemanfaatan budaya lokaUtradisional;

6) laman KPU KabuPaten;

7) papanpengumuman KPU KabuPaten;

8) media sosial;

9) media kreasi; dan/atau

lO)bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima lnforrrasi

Pemilihan dengan baik.

b. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka l), dapat berupa

pertemuan dalam bentuk:

l) diskusi;

2) seminar;

3) workshoP;

4) rapatkerja;

5) Pelatihan;

6) ceramah;

7) simulasi; dan/atau

8) metode tataP mukalainnYa'

c. penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam H

a angka 2), dilakukan Pada:

1) mediamassa cetak; dan/atau

2) media massa elektronik meliputi:

a) radio;

b) televisi; dan/atau

c) mediadalam jaringan (online)'

d. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud @a huruf c

dilakukan melalui:

jdih.kpu.go.id/jateng/blora
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l) tulisan; dan/atau e.

2) gambar; dar/atau

3) suara; dan/atau

4) audiovisual.

e. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana rtimaksrd dakm hld
a angka 3), meliputi:

1) penyebaran brosurlleafl et/pamphlet/bookle poster danl atau sticker;

2) pemasangan spatd*lbannerhabholbillboardlvideotrone dan/atau gmbul-gmbut

dan/atau

3) penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya

2. Media Sosialisasi

a. Media yang digunakan dalam melakukan Sosialisasi Pemilihan, meliputi:

1) media utarna meliputi:

a) media massa cetak;

b) media massa elektronik. meliputi:

(1) televisi;

(2) radio; dan

(3) media dalam jaringan (online).

2) media pendukung, meliputi:

a) poster;

b) brosur;

c) spanduk;

d) baoner;

e) baliho;

f) stiker;

g) leafle!

h) folder;

i) booklet;

j) papan pengumuman KPU Kabupaten; dan/atau

k) laman I(PU Kabupaten.

3) media kreasi, yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:

a) keseniantradisional;

b) modem;

c) kontemporer;

d) seni musik;

e) seni tari; ',!

0 seni lukis;

g) sastra; dan/atau

h) seni peran.

I

I

I
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b. Pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada huruf a, discstl
dengan ketersedian anggaftm di KpU Kabupaten.

c. Dalam pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada huruf a, KpU
Kabupaten dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga lain.

E. PENDIDIKAI\ POLITIK BAGI PEMILIH
l. KPU Kabupaten melaksanakan PendidikanPolitikbagi pemilih dengan tujuan:

a. membangun pengetatruanpolitik;

b. menumbuhkan kesadaran politik; dan

c. meningkarkan partisipasi politik.

2. Sasaran dalam pelaksanaan Pendidikan Politik bagr pemilih sebagaimana dim*ard
dalarn angka I meliputi:

a. setiap warga negara; dan/atau

b. lembaga/organisasi/kelompoklkomuritas/masyarakat lainnya

3. Pendidikan Politik bagi pemilih sebagaimana dimaksud dalam anglo l, dapd dilah*;1
melalui:

a. mobilisasi sosial;

b. pemanfaatan jejaring sosial;

c. medialokaVhadisional;

d. pembenfukan agen-agen/relawan demokrasi; dan/atau

e. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.

4. Dalam melalqrkan Pendidikan Politik bagi pemilih sebagaimana dimaksud pada an*a
3, KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan:

a. kelompok/organisasi kemasyarakatan;

b. komunitas masyarakat;

c. lembaga swadaya masyarakat;

d. badan hukum;

e. lembaga pendidikan; dan

f. mediamassa cetak dan elektronik.

BAB III
PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENAI\IG DAI\[ TAI\GGTJNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Dalam penyelenggaftBn Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupatenberwenang:

a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengarnbilan kebijakan plf'
pada tatnp penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dm e\xalui

Pemilihan;

t
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b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok qD
badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan

c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan

undangan.

2- Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka I diselenggarakan sesuai dengan

lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten serta situasi dan kondisi masyarakat setempat

3. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyaraka! KPU Kabupaten mempunyai tanggung

jawab:

a. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

b. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orangipihak untuk berpartisipasi

dalam Pemilihan; dan

c. mendorong Partisipasi Masyarakat.

4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, mencakup informasi selunrtr tahapqn

penyelenggaraan Pemilihan.

5. Wewenang KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka I dilaksanakao s€suai

dengan lingkup tugas dan firngsi masing-masing.

B. HAK DAI\[ KEWAJIBAIY MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggara{m Partisipasi Masyaraka! masyarakat berhak:

a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan

undangan;

b. menyarnpaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;

c. berpendapat atau menyampaikan pikiran baik lisan dan tulisan;

d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;

e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;

f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;

g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihaq dan

h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawas{rn atau Pemantauan Pemilihan.

2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:

a. menghormati hak orang lain;

b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;

c. menjaga Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksd lltl.I
huruf C; dan

d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat. {

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKA'T

1. Setiap warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaq

kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak/elektront

i

t
I
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dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan pffi
perundang-undangan.

2- Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka l, drya
dilakukan dalam bentuk:

a. keterlibatan masarakat dalam penyelenggaftBn pemilihan;

b. pengawasan pada setiap talrapan pemilihan;

c. SosialisasiPemilihan;

d. Pendidikan Politik bagi Pemitih;

e. Pemantauan Pemilihan; dan

f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasit

Pemilihan.

3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilalnrkm

dengan ketentuan:

a. tidak melalokan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan

Calon;

b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;

c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan

d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaftum Pemilihan

yang aman, damai, tertib dan lancar.

4. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilahrkan oleh

perseorangan maupun organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan

Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud

dalam huruf C angka 2 huruf 4 terdiri atas:

a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;

b. keterlibatan dalam talrapan Pemilihan; danlatat

c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaftuul Pemilihan.

2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturart sebagoi-
dimaksud dalam angka I huruf a, dapat berupa:

a. melakukan identifftasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan huhm 1ry
sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akandib*

b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undq:

untuk segera menetapkan dan mengesatrkan peraturan perundang-undangan;

c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang td
dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;

d. memberikan bantuan keahlian dalarn penyusunan naskah akademik dan/aD

F
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rancangan peraturan perundang-undangan; . .

e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturm 1rag
dinyatakan terbuka untuk umum;

f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;

g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturaa

perundang-undangan;

h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;

i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan

undangan; dan/atau

j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan

perundang-undangan.

3. Keterlibatan masyarakat dalam tatrapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam nrrgkn

I huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh progftrm yang terdapat dalam tahapan

Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi:

a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;

b. memberi masukan/tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau

c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.

5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana

dimaksud dalam angka I huruf c, dapat berupa:

a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan

firngsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; danlatau

b. memberikan masukan atau pendapat penyempurftum penyelenggaraan Pemilihan

sesuai dengan hasil evaluasi.

E. SOSIALISASI PEMILIHAN

l. Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 c, dilakukan deogan

tujuan:

a. menyebarluaskan informasi tahapan, program danjad\ ral Pemilihan;

b. meningkatkan pengetahuaq pemahaman kemarnpuan masyarakat tentang Pemil*
dan

c. meningkatkan partisipasi Pemilih. llr'

2. Setiap warga negara, kelompok, orgenie5i kemasyarakatan, organisasi keagn,
kelompok adaL komunitas masyarakat badan hukum, lembaga pendidikan dan medial
cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.

3. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagq
kelompok adat, komunitas masyarakat badan hukum, lembaga pendidikan dan mot
massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten dalr

i
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melaksanakan sosialisasi pemilihan.

.:u
F. PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH

l. Pendidikan Politik bagi pemilih sebagaimana dimaksud dalam huuf C ang/l.q 2 d,

dilakukan dengan tujuan:

a. membangun pengetahuan politik;

b. menumbuhkan kesadaran politik; dan

c. meningkatkanpartisipasipolitik.

2- Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaao,

kelompok adat, komunitas masyarakat badan hukum, lembaga pendidikan dan media

mzlssa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Politik bagi pemilih.

3. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan,

kelompok adat, komunitas masyarakat badan hukurn, lembaga pendidikan dan dia
massa cetak atau elekmonik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten dalam

melaksanakan Pendidikan Politik bagi pemilih.

G. PEMANTAUAI\TPEMILIHAN

l. Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 huruf e, daft
dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.

2. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka l, wajib memenuhi persyaratan"

meliputi:

a. bersifatindependen;

b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan

c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU dan KPU Kabupaten sesuai deagur

cakupan wilayah pemantauannya.

3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pe,mantau

Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, meliputi:

a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di negara hin
yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi Pemantau y'13

bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan p-
melalokan pemantauani ,

b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Rq*
Indonesia di luarnegeri;dan :. *

c. memenuhi tala cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan p€il-
perundang-undangan.

4. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, wajib mry
dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.

5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan aloedid

Pemantau Pemilihan pada KPU Kabupaten untuk Pemilihan.

jdih.kpu.go.id/jateng/blora
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6. Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkm dcldU
Pemantau Pemilihan dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kartor KPU -r
Kedutaan Besar/l(onsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.

7. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dilaksanakm gcad

dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pcmilihrn

Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan.

8. Pendaftaran sebagai Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud @a *n*t l,
dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengke{-n

administrasi yang meliputi:

a. profil organisasi lembaga pemantau;

b. nama dan jumlah anggota pemantau;

c. alokasi anggota Pemantau Pemilihaq masing-masing di Kabupaten Blora do

Kecamatan;

d. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau;

e. nlun4 alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau;

f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau;

g. surat pemyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua lembege

Pemantau Pemilihan;

h. surat pemyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditandahngmi

oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;

i. surat pemyataan atau pengalaman dibidang pemantau dari organisasi pemantau yaog

bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang tersangtutan peroal

melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.

g. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daeroh

yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, huruf c, dan huruf 4

dilaporkan kepada pemberi akreditasi'

10. KPU dan KPU Kabupaten melakukan penelitan administrasi terhadap kelengtrym

p€rsyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 8.

11. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 10, KPU d8tr KPU

Kabupaten dapat membentuk panitia akreditasi.

12. KpU Kabupaten memberikan persetujuan dan akreditasi kepada Pemantau Pooih
Dalam Negeri yang telah memenuhi pe$yalatan sebagaimana dimaksud pada angka &'

13. KpU memberikan persetujuan dan akr€ditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing yotl

memenuhi persyaraun sebagaimana dimaksud pada angka 8'

14. Alceditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan aDgb lt
berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai dengan tahap penetapan Paqf
Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.

15. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada anska 12 dan angta lt
berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi dan berlaku secara efektif mulai trhapo

t
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tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.

16. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telatr diakreditasi sebagaimn

dimaksud pada angka 13, kepada KPU Kabupaten tempat dilakukannya pemantauan.

17. Ketentuan mengenai mekanisme pendaftaran dan akreditasi sebagaimana dimaksud daln
angka 8 sampai dengan 17, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupatcn.

18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau pemilihan Asing yary

memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai Pemantau Pemilihan s€rta

mendapatkan sertifi kat akreditasi dari :

a. KPU Kabupaten untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;

b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.

19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak

memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan

dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

20. KPU dan KPU Kabupaten menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihqn,

alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatm

pemantauan serta daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud dalam angka 8

huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Bawaslu dan Panitia Pengawas Kabupaten.

21. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau

Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Republik Indonesia Resort Blora.

22. Pemarrtau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melalarkan

pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah

diajukan kepada KPU dan KPU Kabupaten.

23. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama

melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal Pemantauan

Pemilihan.

24. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 23, terdiri aas:

a. tandapengenal pemantau Pemilihan DalamNegeri;

b. tandapengenal pemantau Pemilihan Asing.

25. Karhr tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupafen

26. Karfitanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU.

27. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 25 dfr+
26, memuat informasi tentang:

a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan ri*
yang memberi tugas;

b. rurma anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing ;na
bersangkutani ..x.

c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pe,malS

Pemilihan Asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarnq

d. wilayatr kerjapemantauan;
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e. nomor dan tanggal akreditasi;

f. masa berlaku akrediasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau pemilihm,,,

Asing.

28. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang

diakreditasi oleh KPU.

29. Kefia KPU Kabupaten membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal

yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten.

30. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran l0 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tta
untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan

Asing.

31. Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak:

a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;

b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;

c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan

dari tahap awal sampai tahap akhir;

d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan

memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;

e. mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten; dan

f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan

sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

32. Lembaga Pemantau Pemilihan wajib:

a. mematuhi perahran perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

b. mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;

c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten sesuai dengan wilayatr kerja pemantauan;

d. melaporkan diri kepada Kepolisian Resor Blora sebelum melaksanakan

pemantauan;

e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;

f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau t€,ilpi

tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamq
g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;

h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta lqr
pendukung administratif kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten mi
dengan wilayah pemantauan;

i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan gte
menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kflt
Pemilih;
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j. menghonnati adat istiadat dan budaya setempat;

k. melaksanakan peftmnya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tifi}
berpihak;

1. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepodt

pengawas Pemilihan.

m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilalnrkan d€qgm

mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten melalui kelompok

kerja Pemantau Pemilihan; dan

n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara

kepada KPU dan KPU Kabupaten, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum

pengumuman hasil pemungutan suara.

o. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU dan KPU Kabupaten dalam

waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelatr pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Blora

terpilih.

33. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:

a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;

b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untukmemilih;

c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;

d. memihak kepadapeserta Pemilihan tertentu;

e. menggunakan seragam, warn4 atau atribut lain yang memberikan kesan

mendukung atau menolak peserta Pemilihan;

f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada

peserta Pemilihan;

g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam tregeri

lndonesia dalam hal Pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan 6ing;

h. membawa senjata" bahan peledak, dan/atau bahan berbatraya lainnya selama

melakukan pemantauan;

i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;

j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tap
persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan

k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemiliham^ -'

34. Kode etik Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 33 hrrd b,

meliputi:

a. non partisan dan netral;

b. tanpakekerasan;

c. menghormati peraturan perundang-undangani * n-

d. sukarelq

e. integritas;
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f. kejujuran;

g. obyektif;

h. kooperatif;

i. transparan;

j. kemandirian.

35. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana

dimaksud dalam angka 33 dan 34, dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.

36. Pencabutan status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada

angka 36, dilakukan oleh pemberi akreditasi.

37. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada angka 36, KPU, KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau

Pemilihan.

38. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada

angka 37, ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/I(PU Kabupaten.

39. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan asing, KPU Kabupaten

melaporkan kepada KPU.

40. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 40 terbukti, KPU

mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan asing.

41. Menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan

pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan asing sebagaimana dimaksud pada angka

41, setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai peraturan perundang-

undangan.

42. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga

Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pemilihan dan

melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan Pemantauan Pemilihan.

43. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata

yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan

ketenfuan perafuran perundang-undangan.

H. LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAIY CEPAT

l. MasyarakatdapatmelakukanSurvei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepd bdl
Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 huruf f.

2. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:

a. survei tentang perilaku Pemilih;

b. survei tentang hasil Pemilihan;

c. survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Polfil5,

parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau

d. survei tentang Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora.

3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dilakukan oleh lembagr
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yang telah terdaftar di KPU Kabupaten.

4. Pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat hasil pemilih
sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan dengan ketentuan survei atau j{11*
pendapat dan hitung cepat dalam pemilihan di Kpu Kabupaten.

5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan C€pat

hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, wajib mendaftar pada KpU
Kabupaten dengan menyerahkan dokumen, berupa:

a. akte pendirian/badan hukum lembaga;

b. susunan kepengurusan lembaga;

c. surat keterangan domisili dari kelurahan/pemerintahan desa atau instansi

pemerintahan setempat;

d. pas foto berwama pimpinan lembaga 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;

e. surat pernyataan bahwa lembaga survei:

l) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta

Pemilihan;

2) tidak menganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan;

3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;

4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang

arnan, damai, tertib, dan lancar;

5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;

6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;

7) menggunakan metode penelitian ilrniah; dan

8) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jurrlah

responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan

penghitungan cepat hasil pemilihan.

6. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilahrkan paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihen

dilalrukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumL
responden, tanggal pelaksanaan Surrci, cakupan pelaksanaan Survei dan pernya&

batrwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggaraPemilihan.

8. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angh ?,

dilarang dilakukan pada masa tenang.

9. Pelaksana survei atau jajak pendapat dan Pelaksana penghitungan cepat hasil Pemih
dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan h
hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenar

Pemilihan.

10. Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil pemilihan wajib mendaftarkan dfui kep*
KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suaria"
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11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilih
wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten tempat pelaksana Survei aI
Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan terdaftar pahng lamb-
l5 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat.

12. Lapran sebagaimanadimaksud padaangka l l, meliputi:

a. informasi terkait status badan hukum;

b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan

pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan;

c. susunankepengurusan;

d. sumber dana;

e. alat yang digunakan;

f. metodologi yang digunakan; dan

g. hasil Survei atau Jejak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.

13. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat wajib

menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat

kepada KPU Kabupaten.

14. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan

Cepat hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten dengan menyertakan

identitas pelapor.

15. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 14,

KPU Kabupaten dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut

kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan

pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan

pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.

16. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 15, ditetapkan dengan Keputusan KPU

Kabupaten.

17. KPU Kabupaten dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat

dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan yang terbukti melakukan

pelanggaran etika dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungr

Cepat hasil Pemilihan.

18. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 17 dapat berbentuk pernyataan tidak krredfuGl,

peringatan dan larangan melakukan kegiatan Survei, Jajak Pendapat, atau PenghiQn

Cepat hasil Pemilihan.

19. Pelanggaftm tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau ,i*
Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemiliharu dikenai sanksi 

-dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

I

I-

F

l
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BAB IV
KETENTUAI\I PENUTUP

Pedoman ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten dan jajaran penyelenggs laimp
berkaitan dengan kegiatan sosialisasi untuk pemilihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN I.JMIJM
KABUPATEN BLORA,

ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BLORA

Sub Bagian Hukum

-21 -
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 44 lKpts/I(PU-Kab-0 1 2 3 293 67 I Z0 | 5
TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILI}IAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLORA TAHUN 2015

BENTUK DAN JENIS FORMULIR PEMANTAU

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2OI5

1. Formulir Pemantau Pemilihan Bupati Blora Tahun 2015;

2. Surat Pernyataanterrtang Sumber dan Kepemilikan Dana Lembaga Pemantau;

3. Surat Pernyataan tentang Independensi sebagai Lembaga Pemantau;

4. Surat Pernyataan tentang Pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA,

ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BLORA

Hukum

ttd

N

It

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



FORMULIR PEMANTAU
PEMILIIIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2015

Yang bertandatangan di bawah ini Kami dari organisasi pemantau

Akte Notaris Organisasi/SK Pengurus : ................
Nama Ketua : ................
Nama Sekretaris : ................
Alamat Pemantau ( Lengkap ) :

No. T Kantor

Faksimili

No. KTP

Email

Jumlah Anggota Pemantau
Alokasi Anggota Pemantau Masing-
Masing Wilayah
Wilayah yang ingin dipantau
Sumber dana berasal dari

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut
diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban
menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Kabupaten
Blora.

Pemohon
Ketua

( nama lengkap ketua )

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditas
Diterima Oleh

Tanda Tangan Persetujuan
Ketua Panitia Akreditasi

Disetujui tanggal :

(Nama Pejabat Yang Menyetujui)

t

Diterima tanggal :
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SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini
Nama
Jabatan : ......
menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan
memiliki dana sebesar : Rp.
(terbilang..
yang berasal dari

)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata
pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

A (Lembaga Pemantau),

NAMA JELAS

tI

CAP

LEMBAGA

PEMANTA

U

Materai
Rp

6.000,-

._

-

I

E
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SURAT PERNYATAAN

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau

adalah lembaga yang independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata
pernyataan yang saya buat tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(Lembaga Pemantau),

NAMA JELAS

CAP

LEMBAGA
PEMANTAU

Materai
Rp

6.000,-

,"'
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SURAT PERI\TYATAAN

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau pemilihan

adalah lembaga yang telah mempunyai pengalaman di bidang Kepemiluan antara lain

,

l.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8. .... .

9. ..

10. .. ....

a

!

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata

pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Blora, ..

Materai
5000,-

( Nama Jelas )

CAP

Lembag
a

!

=t
L
I

I
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